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NOTULENSI  
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI 

KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI 

KOORDINATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

 
Agenda 
Rapat 

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
 

Dasar • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) 

• Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 
2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 142); 

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23  Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100); 

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 
2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, 
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau 
Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang 
Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1134); 

• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
963); 

Tempat dan 
Tanggal 

Zoom Meetings 
Hari : Senin,  19 Januari 2026 
Pukul: 09.00 s/d 12.00 WIB 
 

Pimpinan 
Rapat 
 

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana  
 

Dihadiri Unit Kerja Eselon I dan II kemenko PMK  
 

Topik Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Diskusi/ 
Tanya Jawab 

Pokok-Pokok Pembahasan Rapat: 
 

1. Urgensi Penyusunan Permenko 
Rapat membahas urgensi penyusunan Peraturan Menteri Koordinator 
sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di 
lingkungan Kemenko PMK, guna meningkatkan efektivitas, keseragaman, 
serta memastikan proses pembentukan peraturan dilakukan dengan cara 
dan metode yang pasti, baku, dan standar. 

2. Ruang Lingkup Pengaturan 
Disepakati bahwa pengaturan dalam rancangan Permenko difokuskan 
pada tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang meliputi 
tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. 
Pengaturan ini dimaksudkan sebagai pedoman internal bagi unit kerja 
dalam menyusun Peraturan Menteri Koordinator. 

3. Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan 
Rapat membahas mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan 
Menteri Koordinator melalui program penyusunan tahunan yang 



dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala 
Biro Hukum. Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan peraturan 
disertai konsepsi yang memuat urgensi, tujuan, sasaran, serta ruang 
lingkup pengaturan. 

4. Program Penyusunan dan Prioritas Peraturan 
Disampaikan bahwa daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan 
Menteri Koordinator disusun oleh Biro Hukum berdasarkan usulan 
pemrakarsa dan dibahas dalam rapat koordinasi untuk menentukan 
prioritas penyusunan peraturan dalam satu tahun berjalan. 

5. Penyusunan Rancangan oleh Pemrakarsa 
Rapat menegaskan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Menteri 
Koordinator dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan membentuk tim 
penyusun yang melibatkan unsur pemrakarsa, Biro Hukum, perancang 
peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta unit kerja terkait 
sesuai dengan substansi yang akan diatur. 

6. Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik 
Dalam proses penyusunan, rancangan peraturan dapat melibatkan 
kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, maupun akademisi 
yang memiliki kompetensi terhadap materi muatan yang diatur. Selain itu, 
rapat juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan konsultasi publik 
untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan. 

7. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan 
Setelah substansi rancangan disepakati oleh tim penyusun, Sekretaris 
Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Tahapan Penetapan Peraturan 
Rapat membahas bahwa rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang 
telah selesai dilakukan pengharmonisasian selanjutnya diproses melalui 
pembubuhan paraf koordinasi oleh pejabat terkait sebelum ditetapkan oleh 
Menteri Koordinator. 
 

9. Pengundangan dan Penyebarluasan 
Setelah ditetapkan, Peraturan Menteri Koordinator akan diajukan untuk 
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Biro 
Hukum bersama pemrakarsa melakukan penyebarluasan melalui jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum serta penyampaian kepada unit kerja 
terkait. 
 
 
 
 
 
 



10. Teknik Penyusunan dan Format Peraturan 
Rapat juga membahas ketentuan mengenai teknik penyusunan dan format 
Peraturan Menteri Koordinator yang harus mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan, termasuk penggunaan format yang ditetapkan 
dalam lampiran rancangan Permenko. 

 
Kesimpulan Draft rancangan telah disepakati bersama dan dapat dilanjutkan ke tahap 

harmonisasi beserta surat permohonan harmonisasi 
Tindak 
Lanjut 

Draft akan dirapikan oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, 

 

 


